BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2| TAHUN 2023

TENTANG

TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan
efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muarc Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undng-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5286);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Huleum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
MNomor 7 38);

8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022

Nomor 11);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam penvelenggaraan urusan  Pemerintahan
Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

2. Pemerintahan Daecrah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas- luasnya dalam sisterm dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
REepublik Indonesia Tahun 1945,
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri  adalah Menteri vang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah vang
sclanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah vang berkedudukan
sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah vang selanjutnya disebut Perda
atau yang disebut pula dengan nama lain adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur.

Peraturan Kepala Daerah vang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur.

Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung
Timur.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Tanjung
Jabung Timur.

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD
kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Selkretaris Daerah adalah  sekretaris  daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur terdiri atas sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan
unit pelaksana teknis daerah.

Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang
jenis, susunan dan bentuk, pembuatan,
pengamanan, pegjabat penandatanganan, dan
pengendalian vang digunakan dalam komunikasi
kedinasan.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai
alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Naskah Dinas vang diselenggarakan SEeCAra
elektronik adalah informasi yang direkam dalam
media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan,
vang dibuat dan /atau diterima oleh
pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan
Pemenntah Daerah.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan vang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan scbagai alat verifikasi dan
autentivikasi.

BAB 11

JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Naslkah Dinas terdiri atas:

a.
b.
C.

Naskah Dinas arahan;

Naskah Dinas korespondensi; dan
Naskah Dinas khusus.




Bagian Kedua
Naskah Dinas Arahan

Pasal 3
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan
b. MNaskah Dinas penetapan; dan
¢. Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4
MNaskah Dinas pengaturan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal3 huruf a terdiri atas:
a. Perdas;
b. Perkada; dan
€. Peraturan DPRD.

Pasal 5
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 huruf b terdir atas:
a. Keputusan Kepala Daerah;
b. Keputusan DPRD;
c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal &
Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah
Dinas penctapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
diatur sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1} Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ terdiri atas:
a. surat perintah;

b. surat tugas; dan
c. surat perjalanan dinas.

{Z] Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas
dan fungsi.

(3] Swurat tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b berisi tugas dari atasan kepada bawahan
untuk melaksanakan perintah pekegaan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

(4] Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan dekumen yang diterbitkan
oleh  pejabat pembuat komitmen dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawal
negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8
Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Bagian Ketiga
MNaskah Dinas Korespondensi

Pasal 9
Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b, terdini atas:
a. korespondensiinternal; dan
b. korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9@ huruf a, terdiri atas:

a. nota dinas;

b. memo; dan

c. disposisi.

Pasal 11

(1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan
antar pcjabat atau dari atasan kepada bawahan atau
dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal
Perangkat Daerah.

[2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
b  berisi informasi kedinasan yang bersifat
mengingatkan suatu masalah, menyampaikan
arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh
atasan kepada bawahannya.

(3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ merupakan petunjuk tertulis singkat dari
atasan kepada bawahan mengenal tindak
lanjut /tanggapan terhadapNaskah Dinas masuk.

Pasal 12
Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi
internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dariPeraturan Menter ini,

Pasal 13

(1) Naskah Dinas korespondensi eksternal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b
disusun dalam bentuk surat dinas.

(2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korcspondensi
cksternal tercantum dalam  Lampiran  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 14
Naskah Dinas khusus secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
instruksi;
surat edaran;
surat kuasa;
berita acara;
surat keterangan;
surat pengantar;
pengumuman,

laporan;
ol &
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(1

(2]

(3)

(4)

(5)

(6)

(7}

(6)

(%)

(10)

(11)

telaahan staf;

notula;

surat undangan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;
surat panggilan;

surat izin:

lembaran daerah;

berita dacrah;

rekomendasi;

radiogram;

surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan:
sertifilcat:

piagam; dan

surat perjanjian,

Pasal 15
Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan,
dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu
vang dianggap penting dan mendesalk.
Surat kuasa scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf ¢ berisi pemberian kuasa kepada pihak lain
dengan atas namanya untuk melakukan suatu
tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai
peraturan perundang- undangan.
Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada
waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh
para pihak.
Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan
objek untuk kepentingan kedinasan /tertentu.
Sural pengantar scbagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf { berisi informasi yang digunakan untuk
menyampaikan barang atau naskah.
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf g berisi pemberitahuan vang bersifat umum
dari pejabat yang berwenang.
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan
kegiatan atau kejadian tertentu.
Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf 1 berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan
sSaran secara sistematis terhadap sesuatu
permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan
kepada atasan,
Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hurufl
j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau
rapat.
Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai
baik di lingkup internal Pemerintah Daerah,
maupun pihak eksternal vang tertera pada alamat
tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan,




(12) Surat pernyvataan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf 1| bernsi pernyataan
dari pejabat yang berwenang bahwa scorang pegawai
telah melaksanakan tugas.

[13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yvang
berwenang kepada pegawai untuk menghadap.

(14) Surat izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf mn berisi persetujuan terhadap suatu
permohonan yvang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah
Daerah untuk mengundangkan Perda.

(16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah
untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan
DPFRD.

(17) Rekomendasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf g merupakan naskah dinas berisi
keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang
tentang sesuatu hal vang untuk dapat dijadikan
bahan pertimbangan kedinasan.

(18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang cdikinm
melalui radio naskah dinas dari pejabat yang
berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim
melalui telekomunikasi elektronik.

{19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s
merupakan naskah dinas scbagai tanda bukti berisi
keterangan Seseorang telah Iulus/mengikuti
pendidikan dan pelatihan tertentu.

(20 Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi
keterangan tanda bukti scscorang telah mengibuti
program /kKegiatan tertentu, antara lain: penataran,
kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop,
seminar, dan vang sejenis.

(21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf
u merupakan naskah dinas berisi keterangan
penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau
keteladanan yvang telah diwujudkan oleh perorangan
atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

Pasal 16

(1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek
vang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih
untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan
hulum yang disepakati bersama.

(2] Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 17
Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.
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BAR III
PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian
Kesatu
Umum

Pasal 18
Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

a. media rekam kertas; atau
b. media rekam elektronik.

Pasal 19
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hural a
dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan
basah.

Pasal 20
Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf
b menggunakan:
a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21
Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 berisi unsur:
a. kop;
PENOMOTran;
penggunaan kertas;
penggunaan tinta,
jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata
penyvambung;
penentuan batas atau ruang tepi;
nomor halaman;
tembusan;
lampiran;
paraf, tanda tangan, dan stempel;
amplop dan map; dan
Naskah Dinas bahasa asing.

-

Bagian Kedua
Kop

Pasal 22
Kop scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a
terdiri atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

(1) Kop MNaskah Dinas jabatan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hurul a,
digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani
oleh Kepala Daerah.

(2) Kop MNaskah Dinas jabatan Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dipunakan olech penjabat, penjabat sementara,

pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala
Daerah.
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Pasal 24
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipunakan untuk
Naskah Dinas vyang ditandatangani oleh pejabat
berwenang selain Kepala Daerah.

Pasal 25
Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran
vang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Mecnter ini.

Bagian
Ketiga
Penomoran

Pasal 26
Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Bagian Kcempat
Penggunaan
Kertas

Pasal 27
Penggpunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf ¢ yang digunakan dalam penyusunan Naskah
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Hertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah
Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan
Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis Houtoryf
Schrijfpapier (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling
sedikit 70 (tujuh puluh) gram /m2 kecuali pada lembaran
daerah dan berita daerah.

Pasal 29
Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan
dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan
kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima
Penggunaan
Tinta

Pasal 30
(1) Warna tinta vang digunakan dalam penyusunan
Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf d sebagai berikut:
a. tinta wang digunakan untuk pengetikan
berwarna hitam;
b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan
dan paraf berwarna biru tus;
c. tinta stempel yang digunakan wuntuk Naskah
Dinas, berwarna ungu; dan
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d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah
Dinasbersifat rahasia, berwarna merah.

(2] Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas
merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak
luntur atau pigment durabrite.

Bagian Keenam
Jarak Spasi, Jenia dan Ukuran Huruf, serta Kata
Penyambung

Pasal 31

(1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b scsuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah
Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32
(1) Jenis huraf pada Naskah Dinas pengaturan dan
Naskah Dinas penetapan vaitu bookman old style
dengan ukuran 12 (dua belas).
(2] Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus vaitu Arial
dengan ukuran 12 [dua belas).

Pasal 33
(1} Kata penyambung merupakan kata yang
digunakan scbagai tanda bahwa teks masih
berlanjut pada halaman berikutnya.
(2] Kata penyvambung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditulis pada:
a. akhir setiap halaman;
b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah
halaman; dan
. kata yang diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.
(3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media
rekam  elektronik tidak mencantumkan  kata
penyambung,

Bagian Ketujuh
Penentuan Batas atau Ruang Tepi

Pasal 34

(1) Penentuan batas atau ruang Llepl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf [ pada kertas
bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam
peryusunan Naskah Dinas.

(2] Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wuntuk Naskah Dinas
korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur
dengan ketentuan sebagal berikut:

a. Ruang tepl atas:
1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2
(dua) spasi dibawah kop; dan




(1]

(Z)

(1]

(2]

(3]

(4)

(%)

(1)

(Z)

Z] apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling
sedikit 2 ([dua) em dari tepi atas kertas.

b. raang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma
Iima)em dari tepil bawah kertas;

c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi
kiri kertas; dan

d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari
tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan
Nomor Halaman

Pasal 35

Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angks
arab /biasa.

Nomor halaman scbagaimana dimaksud pada Awyat
(1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah
Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah
atas sccarasimetns.

Bagian Kesembilan
Tembusan

Pasal 36
Tembusan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf h disampaikan kepada pihak vang
bersangkutan dan pihak wvang dianggap perlu
mengetahui isi surat tersebut.
Tembusan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
yvang naskah dimasnyva ditandatangan oleh pejabat
yvang mengatasnamakan disampaikan kepada
pejabatl yang diatasnamakan.
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
vang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan finggl atas nama Kepala Daerah,
disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sckretaris
Daerah,
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
vang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan
pimpinan tingg atas nama Kepala Daerah berupa
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan,
sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah
Dinas dan ditkuti tanda baca titik dua (), tidak diber
garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata
scbagai laporan, arsip, atau istilah scjenis.

Bagian Kesepuluh
Lampiran

Pasal 37

Lampiran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf i ditandatangani oleh pegjabat yang sama
dengan vangmenandatangani Naskah Dinas.

Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dar satu
halaman, halaman berikutnya diberi nomor
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).




Bagian Kesebelas
Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 328
Paraf, tanda tangan, dan stempel secbagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huraf j merupakan bentuk
pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

(1) Paraf scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38
merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi,
redaksi, dan pengetikan.

(2} Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
atas:

a. parafl hierarki; dan
b. paraf koordinasi.

(3) Naskah Dinas vang konsepnya dibuat oleh pejabat
dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu
diparaf sebelum ditandatangani.

(4) Naskah Dinas yvang konsepnya dibuat oleh pejabat
yvang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut
tidak memerlukan paraf.

(5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk
catatan mnwayat Naskah Dinas dalam bams data
sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat
yvang berwenang.

[f) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan
berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada
lembar pertama.

Pasal 40

(1] Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayvat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai
jenjang jabatan wvang dibubuhkan dalam bentuk
matriks.

(2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang
ditandatangani olch Kepala Dacrah, Wakil Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD,
kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur
rumah salat umum harus diparaf terlebih dahulu
oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

{(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan,
Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas
khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

(1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
39 ayat (2) huruf b merupakan parafl pejabat sesuai
substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat
pada masing- masing unit kerja yang berbentuk
matriks.

(2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar
unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain
vang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang pada lembar terakhir.
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(1]

(2

(3]

(1)
(2]

(1)

(2]

(3)

(4)

()

Pasal 42
Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi
sebagai alat autentikasi dan  verifikasi atas
identitas penandatangan serta keautentikkan,
keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiriatas:
a. tanda tangan basah; atau
b. Tanda Tangan Elektronik.
Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat vang
berwenang.

Pasal 43
Tanda tangan basah digunakanpada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas.
Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah
Dinasdengan media rekam elektronik.

Pasal 44
Penulisan nama pejabat vang menandatangam
Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas
penetapan tidak menggunakan gelar.
Penulisan nama pegjabat yvang menandatangani
Maskah Dinas penugasan, Naskah Dinas
korespondensi, dan Naskah Dinas khusus
menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat
selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan
Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk
pegawai dan pangkat/golongan.
Penulisan nama penanda tangan untuk perngabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian Kepala Dacrah tidak menggunakan gelar,
nomor induk pegawai, dan pangkat /golongan,
Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan
pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak
menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan

pangkat /golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah
Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam
susunan dan bentuk kode guick response yang
disertai nama pejabal penandatangan dan nama

jabatamn;

Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik
didistribusilkan kepada pihak wyang berhak tanpa
harus dicetal:;

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis, media daring atau media luring; dan
menggunakan sertifikat elektronik yvang dibuat oleh
penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.
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(1)

(Z)

Pasal 46
Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan
media rekam kertas.
Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media
rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

.
b.
[+

d.

stempel jabatan Kepala Daerah;

stempel Perangkat Daerah;

stempel wunit pelaksana teknis daerah dan/atau
badan layanan umum daerah; dan

stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(1

(2)

(3

(4]

(5]

(1)
(2]

Bagian Keduabelas
Amplop dan Map

Pasal 49

Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah;

dan
b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertasberbentuk persegi panjang.
Ukuran amplop Vang digunakan untuk
pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam
kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai
dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
Amplop Naskah Dinas jabatan scbagaimana
dimaksud pada ayal (1) hurul a menggunakan kertas
warna putih.
Amplop MNaskah Dinas Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
menggunakan kertas warna coklat.

Pasal S50

Pada amplop Naskah Dmmas harus dicantumkan

alamat pengirim dan alamat tujuan.

Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memuat:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan
nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan
nama kabupaten /kota dan nama provinsi, nomor
telepon, faksimile, pos-el, laman. dan kode pos di
bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas
jabatan Kepala Daerah.

b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah
Daerah, nama Perangkat Daerah  vyang
bersangkutan, alamat vang dilengkapi dengan
nama kabupaten/kota dannama provinsi, nomor
telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di
bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas
Perangkat Daerah.
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i3] Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas
Perangkat Dacrah antara tulisan nama Pemerintah
Daerah dan tulisan nama Perangkat Dacrah adalah 3
4 denganmenggunakan huruf Arial

Pasal 51

(1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k
terdiriatas:
a. map Naskah Dinas jabatan; dan
b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.

(2) Ulkuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan
kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

FPasal 52

(1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
b, map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.

(2] Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1) huruf a memuat lambang
negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala
Daerah menggunakan huruf Aral dengan ukuran
disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah
alas secara suneiris.

(3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketigabelas
Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53
(1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing
dengan mengacu pada format Naskah Dinas
schagaimana diatur dalam Peraturan ini.
(2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke
dalam bahasa asing.

BAB 1V
PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54
Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:
a. penentuankategori klasifikasi keamanan dan akses
Naskah Dinas;
b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan
klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan
danakses; dan
2. pemberian nomor seri pengaman atau securnty
printing.
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Pasal 55
Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media
rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56
Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas
terdiri atas:
a. sangat rahasia;
b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.

Pasal 57
Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 disesualkan dengan
kepentingan dan substansi Naskah Dinas

Pasal 58
(1) Hak akses terhadap Naskah Dinas vang
berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas
hanya dibenkan kepada pihak vang berwenang.
(2) Hak akses terhadap Naskah Dinas vang
berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak
terkait.

Pasal 59
(1] Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan
kode derajat pengamanan pada amplop dengan
posisi pada scbelah kiri atas Naskah Dinas.
(2) Dalam hal Naskah Dinas yvang memiliki klasilikasi
keamanan sangat rahasia dan rahasia,

menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60
Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang
memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia,
dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai
dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan

denganketentuan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode ‘SR’
denganmenggunakan tinta warna merah;

b. MNaskah Dinas rahasia diberikan kode ‘R' dengan
menggunakan tinta warna merah;

c. Naskah Dinas penting diberikan kode ‘T' dengan
menggunakan tinta warna merah; dan

d. Naskah Dinas biasa diberikan kode ‘B’ dengan
menggunakan tinta warna merah.

Pasal 62
Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau
security printing sebagaimana dimalsud dalam Pasal 54
huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin
keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah
Dinas.
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Pasal 63
Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau
security printing scbagaimana dimaksud dalam Pasal 62
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS
Pasal 64
(1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas

merupakan hak, kewajiban, dan tangpgung jawab vang
ada pada seorang pejabat untuk menandatangani
Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan
pada jabatannya.

(2] Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh
Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat,
penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana
harian sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan
Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 65

(1} Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan
kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada
pejabat di bawahnya.

(2] Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan
scbhbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tdak terpisahkan
dar Peraturan Bupat ini.

BAB VI
PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian KesatuUmum

Pasal 66
Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:
a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua
Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalul tahapan

sebagai berikut:

a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang
diterima dengan CATra mengagendakan,
mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan
mendistribusikan ke unit pengelola.

b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan
klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan

c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.
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Bagian Ketiga
Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68

(1} Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalu
tahapan sebagai berikut:

a. Naskah Dinas keluar wyang telah ditandatangani
oleh pejabat yvang berwenang diberi nomor, tanggal,
dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-
masing unit kerja; dan

b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses
diarsipkan pada unit tata wusaha dan unit
pengelola.

[2] Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi
pemerintah  atau pihak luar dilakukan satu pintu
melalui Sekretariat Daerah.

(3] Untuk mempercepat penvampaian tujuan surat, dapat
menambahkan tanda untuk perhatian vang disingkat
u.p. dilkuti nama jabatan yang menindaklanjuti
dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69
Dengan  ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun
2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

H DITELITI KEBENARANNYA Pasal 70
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundanglkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
MOHD. [DRS, EH..ﬂid:plam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

semmbion TH 1[TV/ b}
7. 197008317 206212 1 064

_TELAH DITELIT| REBENARANNY
[ :{.:—:-_:--a KABAG ASi f '

N 1A

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal Q7 pkbbber 2073

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

o

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 3|
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LAMPFIERAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
TATA NASKAH DINAS

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP,
MAP,PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN

KEWENANGAN NASKATH DINAS

I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
A. Naskah Dinas Penugasan
1. Surat Perintah
a. Contoh Format Surat Perintah vang ditandatangani oleh Kepala
Daerah

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT PERINTAH

MERRBRNE 2 DRI i e 48 e e o S R S )
Dasar R R S A R R 2

Memberi Perintah

4. dan seterusnva.

4. dan seterusnyva.
Nama Tempat, Tanggal

Bupati Tanjung Jabung Timur,

Nama




b. Contoh Format Surat Perintah vang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Menderang JI. Jend. A. Yani No. 1, Tip. 0740 — 7370002

Wabsite. waw.tanjabtimiab, go id

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH

- ——————— e —— .
4. dan seterusnya.

A S R R AR NS . ........... ................. -
4, dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

Sekretans Daerah,
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c. Contoh Format Surat Perintah yvang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
SURAT PERINTAH
B[R RO e RS e
Menimbang B O o e s e i i i b e e -
O D O - et e S i e e -
Dasar d e e R R e S e e i s F
B o n o o e e s o e ma e oy ;

Kepada e e otk va e vt A R A R b S L ;
S e S B A T A bl X
R T U S e e P e AT o o L S A T ;
4. dan selerusnya.

Untuk i P L Fo R Py g1 oy P AP b oo -
e e e i v B A A A 5 g M W ;
L e o iy b o i Pa— ;

4. dan seterusmiva.
Mama Tempat, Tanggal

Mama Jabatan,

Mama
Pangkat /Golongan
NIF




2. Surat Tugas
a. Contoh Format Surat Tugas yvang ditandatangani oleh Kepala Daerah

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
SURAT TUGAS
BIOREER . s
ERMBIE Y et e mn e s s A A AR AR LR o T A A
MEMEEINTAHEAN:
Kepada : 1. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat /gol
NIP
Jabatan
Untuk T s e e s o L R LR A A W 1 T R AR :
i e e R i g B PR B R RA T N S S S B B A 4
3-. ................................... HAFE RS S d F RS Al SR AN RI RN AR AR E R ]
Nama Tempat, Tanggal
Bupati Tanjung Jabung Timur,
Nama




b. Contoh Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUFATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

omplek Perkanioran Bulet Menderang JI, Jend. A Yani Mo 1, Tip, 0740 - T370002
‘Websie www lanpbiimkab. go.id

SURAT TUGAS

MEMERINTAHKAN:

Kepada ¢ 1. Nama

Nama Tempat, Tanggal

Sekretaris Daerah,

Nama




c. Contoh Format Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah

LOGD
KOP NASKAH DINAS
st PERANGKAT DAERAH
SURAT TUGAS
PN e e S L
Dasar T S [ e, [OE.  Wsee
MEMERINTAHKAN:
Kepada : 1. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jabatan
2. Nama
Pangkat /gol
NIP
Jabatan
Untuk B o s e S B R A B R YA R AL B RSO R s AR -
A I A S e P s e LI e e ST e :
<, T §
Nama Tempat, Tanggal
Nama Jabatan,
Nama
Pangkat /Golongan
NIP
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3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Lembar Be | L civiisimiisasannanas
T T o P B e e S PR
Nomor R e e TR

SURAT PERJALANAN DINAS [SFD)

Pejabat Pembuat Komitmen

B | b

MNama /NIP Pegawai vang
melaksanakan perjalanan dinas
3 | a. Pangkat dan Golongan

b. Jabatan /Instansi

¢. Tingkat Biayva Perjalanan
Dinas

L2

4 | Maksud Perjalanan Dinas

5 | Alat angkut yang d.ipl:rgunakarr-:‘

Tempat berangkat
. Tempat Tujuan

Lamanya Perjalanan Dinas
. Tanggal berangkat

Tanggal harus kembali/tiba
ditempat baru *)

lq
spelpe
agplep

8 | Pengikut: Nama Tanggal Lahir Keterangan

9 | Pembebanan Anggaran
a. Instansi
b. Akun

i

10 | Keterangan lain - [ain

*coret vang tidak perlu

Dikeluarkan di........ccoee...

Pejabat Pembuat Komitmen

NP

o ¥




Berangkat dari
[Tempat Kedudukan)

Ke
Pada Tanggal
Eepalau..ooocaas
NIP
L. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
R e e L fiicis j
NIP NIP
I1l. Tiba di Berangkat dari :
Pada Tanggal Ke &
’ ’ Pada Tanggal . .|
Kepala
A e A R AT e s j
NIP NIP
W TEmdl 00000 bsemiesesss ﬁmnskat dari
Pada Tanggal @ | ..ciiiiceeces = i
Kepals === 5 cieeseiesaie Pada Tanggal . ...
Kepala
b s v s Binssavarvmvwaissnnassrvnass )
NIP MIP
V. Tiba di ‘s El‘ﬂnnkﬂl dari i i
Pada Tanggal . -
Eepala =~ === 0z00 ¢ ideiiesesss Pada Tanggal
Kepala
' S P PP Py, )
NIP NIP .
VI Tibe di - Telah diperiksa, dengan keterangan
Pada Tanggal _— bahwa perjalanan tersebut diatas
Kepala benar dilakukan atas perintahnya dan
0 g semata-mata untuk kepentingan
P Jﬂhatun dalam waktu vang sesingkat-
NIP singkatrnva.
VIl. | Catatan Lain-Lain
V1. | PERHATIAN:

PPE vang menerbitkan SPD, pegawai vang melakukan perjalanan dinas, para

pojabat  vang mengesahkan tanggal berangkat/tiba,
pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan

Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan,
kelalaian, dan kealpaannya,

serta bendahara
peraturan-peraturan Keuangan

Pejabat Pembuat Komitmen,



B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas
LOGO KOF NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
NOTA DINAS
b < 1 TR
Bl 2 e e e i
TR, = i e b e e e R e
T&“Eﬂ] # ddsldde bt m i it P T IE F EIITE R I NI P AN A EE A A A B N NI A BN I NN A NN
Nomor T I T WU
. e SR
LBIREIRMEL. § i i i ot o b o B e e s
Hal
Nama Jabatan,
Nama
Pangkat/Golongan
NIP

oF




. Memo

%

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

...................................................................................................................

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Tanjung Jabung Timur,

o ¥



3. Disposisi

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

LEMBAR DISPOSISI

---------------------------------

I
Surat dari : Diterima Tgl :
No. Agenda
No. Surat : Sifat -
Tgl. Surat : O Sangat segera O Segera | O Rahaaia|
Hal
Diteruskan kepada Sdr.: Dengan hormat harap:
[ ceccosscncsscncnannnsnsnensnss | = Tanggapan dan Saran
C) ccicccicciccicacncnnnninnean== | Proaes lebhih lanjut
) issndai snevassamaty an ke i 3 Koordinasi/konfirmasikan
Dan seterusnya .......... [l b e e o e M A

Catatan ¥

Nama Jabatan,

(Paraf dan tanggal)

MNama

o ¥



C. Naskah Dinas Korespondensi External
1. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Tanjung Jabung Timur,

Nama

Komplek Perkantoran Bukit Menderang J1. Jend. A. Yami No, 1,
Tlp. 0740 = TIT0002 Website. www. tanjabtimkab, go.id




2. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani cleh Wakil Kepala Daerah

WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
17l .,
di
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur,
Nama
Tembusan
R A R T T TR
i R A B AR
Komplek Perkantoran Bukit Menderang JI. Jend. A. Yani No. 1,
Tlp. 0740 - 7370002 Website. www.tanjabtimkab.go.id




3. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani olch Sckretans Daerah atas
nama Kepala Daerah

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. Bupati Tanjung Jabung Timur
Sekretaris Daerah,

Mama

Tembusan:

Komplek Perkantoran Bukit Menderang J1L Jend. A, Yani No. 1,
Tip. 0740 = 7370002 Website. waw tanjabtimkab, go.id




4. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Kompéek Perkantoran Bukit Menderang JI. Jend. &, Yani No. 1, Tip, 0740 — 7370002
Wetsite, www tamablimkab.go id

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

i i R,

Sekretarizs Daerah,

Nama

Tembusan:
N Ry T ey




5. Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah

LOGO KOFP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal
Yth. .
di
MNama Jabatan,
Nama
Pangkat/Golongan
NIP
Tembusan
1 & & £ LE RN *

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr




D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi
%
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
INSTRUKSI BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR........convvennens
TENTANG
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Dalam rangka.......coiaieiimas g P P e AT S L P EE o L=

Repadm c Liiciisinsiiasivananii

d. dan seterusnya

Untuk

T S e SR e
KETIGA : dan seterusnya;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphkan di..........cocivvvininreren
Padatanggal............................

Bupati Tanjung Jabung Timur,

Mama




Surat Edaran

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT EDARAN
NOMOR....... TAHUN.........cconinis
TENTANG
Ditetaphan di......cocoiineinsnnn
Pada tanggal...........ccoovenennn..

Bupati Tanjung Jabung Timur,

Nama




3. Surat Kuasa

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :
nama P e I CO Y P P ——

............................................................................................................

Surat kKuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

Nama Jabatan, Bupati Tanjung Jabung Timur,
materai

Nama Nama

Pangkat/Golongan

NIP




4. Berita Acara

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
DNOOIR T < caiivanansiiisians
Pada hari ini,......tanggal...._.. . bulan......., tahun......, kami masing- masing :
R e A R Lk yvang sclanjutnya discbut Pihak Pertama.

2. eiveeen.. yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (memuat nama, NIP
pangkat/golongan, jabatan dan alamat) telah melaksanakan

4, dan seterusnya.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap................. untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya,

Dibuat di ..o e
Fihak Kedua Pihak Pertama

Bupati Tanjung Jabung Timur,

MNama Nama
Panghkat /Golongan
NIP

Mengetahui/Mengesahkan

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat / Golongan
MNIP

av



5. Surat Keterangan

BUPATI TAN.JUNG JABUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

nama
jabatan

-------------------------------------------------------------------------

Hupuu Tanjung Jabung Timur

dengan ini menerangkan bahwa :

nama
NIP

pangkat/ Gﬂlungan
jabatan

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Tanjung Jabung Timur,

Nama

NY




6. Burat Pengantar

LOGD KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

T e sememinmn s st
di '
SURAT PENGANTAR
NOMOR......ccriminann
No. | Naskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan
yvang Dikirimkan
Diterima tanggal ................
Penerima Pengirim
Nama Jabatan, Nama Jabatan,
Nama Nama
Pangkat/Golongan Pangkat/Golongan
MIP NIP

Nomor telepon ........

m %



7. Pengumuman

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PENGUMUMAN

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Dikeliarkam di ... i
Pada Tanggal .......cccoovaieiminiiarinnian .

Bupati Tanjung Jabung Timur,

MNama




8. Laporan

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERA PERANGEKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

A. Pendahuluan
1. Umum /latar belakang
2. Landa=san Hultum

3. Maksud dan Tujuan
B. Kegilatan vang dilaksanakan
C. Hasil vang dicapai

D, Kesimpulan dan Saran

E. Penutup

7 13 07 - o o (T e
Pada tangpeal ........c.ccooceuee y

Nama Jabatan,

MNama
Pangkat/Golongan
NIF

a




9. Telaahan Stafl

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN STAF

Yih. T NPy T
Dar B e e e e R e iy

Tanggal R R e B R SR A SRR i P DO T

Hal :

I . Persoalan

Il. Pra Anggapan

II. Fakta-Fakta yang Mempenmgaruhi
IV. Analisis

V. Kesimpulan

V1. Saran

Nama Jabatan,

MNama

Pangkat /Golongan
NIFP

o &



10. Notula

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
NOTULA
Sidang/RAEPAL = @ it s s s s s tans
Har /Tanggal

Surat Undangan
Waktiy SHISnEIRRPEL  § oo i s oot e RS F AR E R
Acara =

2. dan seterusnya.

Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua
Sckretaris
Pencatat

Paneris BMIAnEIREBRE L. cooonenmnmrie s s e v
2. dan seterusnya.

Kegiatan SIang/RAPAL ; i iiiiarioommiiiisssiumss s sy aiiays s i

Pimpinan Sidang/Rapal
Nama Jabatan,

Nama

Pangkat /Golongan
NIP




11. Surat Undangan

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP




12, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR:.. i i

Yang bertanda tangan dl bawah ini :
Nama

NIP R AR S A BN SR s R
Pangkat/Golongan B et s o s et KA
Jabatan BL. e A S T SR A R B K R AR
Dengan ini menyatakan denga.n scslu'lgguh.n}ra bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Golongan
Jabatan S S A S R M A R
Yang diangkat berdasarkan Peraturan. .........cccooceveveeiannens Nomor....
TR . ovovioninisiiasnvinis PEEERNE ... i nareiain inanin , terhitung .ooveees
............................. telah nyata menjalankan tugas sebagai ............

Demikian surat pernyataan mclaksanakan tugas ini saya
buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan /pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi
surat pernyvataan ini  ternyata tidak benar vang berakibat
kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian
tersebut,

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
MNama Jahatan,

Nama

Pangkat /Golongan
NIP




13. Surat Panggilan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

b KL PR LS R S L N P N LS RN L S R e

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Bupati Tanjung Jabung Timur,

MNama




14,

Surat [zin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

Dazar

Repada
Nama
Jabatan
Alamat
Untuk

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT IZIN

MEMBERI LZIN:

Bupati Tanjung Jabung Timur,

MNama

ks



Contoh Format Surat izin yang ditandatangani cleh Kepala Perangkat

Daerah
LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
SURAT IZIN
MNOMOE:
TENTANG
Dasar A .
s R R R R R s R s
Cc. dan seterusnya
MEMBERI IZIN:
Kepada
Nama i
Jabatan T s by N TR e R R T R N EA E E EN e P a A AR R
Alamat
Untuk

Nama Jabatan

Pangkat
NIP

Wy



15. Lembaran Daerah

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOmMOr: covoiveeinmiinns

TENTANG

baran daerah

Diundangkan dalam lem
Nomor ...... Tahun ........
1T NP P A R
Tanpgal .. ..ocamnaaa

Sekretaris Daerah,

Mama

m ¥




16, Berita Dacrah

LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MO cvenreiessranass

TENTANG

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Diundangkan dalam lembaran dacrah ........coovveiiiiiiiinnianns

Sckretaris Dacrah,

Nama




17. Rekomendasi

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
REKOMENDASI ...............
MOMOR ......ccoieaiians

a. Dasar R O et e P o S AN
b. Menimbang : .......

Bupati Tanjung Jabung Tu:nur. memberikan rekomendasi kepada :
a. Nama /Obvyek ERARAR R Sy Sk bt b A A A SR
b. .Jabatanl.l'Tmmpat,ﬂ'ldcnutaa .....................................................

Untuk :

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupati Tanjung Jabung Timmar,




18. Radiogram

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
FORMULIR BERITA

%

CCCTTK DUM TTK HBS

Registrasi No : ...............
PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT
DARI
UNTUK
TEMBUSAN
KLASIFIKASI SEGERA
NOIMOr =000 5 ceiieccsscscsssssssssssnsass
.............................................................................. KMA........
o - TTK DUA
AAA TTK v
TTK KMA
BBB TTK i
TTK KMA

Tanggal waktu pembuatan.................

Kode

Waktu

Terima

Kirim

Lalu
Lintas

Paraf
Operator

Pengirim
Nama
Tanda Tangan

o &




19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

5 L

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SURAT TANDA TAMAT

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

B s e i i e s e

Bupati Tanjung Jabung Timur Berdasarkan ........c.ccamieimia.

Nama

veeneenny dEN ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Tempat/Tanggal Lahir R T A T B A e NS A Ao

NIP/NRP : 000000000 /0000

Pangkat/Gol. Ruang e e

Jabatan

Instansi

Kualifikasi i

LULUS

Pada Pendidikan dan Pelatihan .............coeevveere, PIOVIASE cvcinciveirirainmssansnsn yvang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan
Dan Pelatihan Provinsi di ................ wiiivieans dari tanggal ..., sampai dengan ........... yang meliputi ......cocoiiineannnn

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Tanjung Jabung Timur,

o ¥



Bagian Belakang STTPP

TEMA

Umuam

EKhusus

AGENDA PEMEBELAJARAN

[ditentukan Badan DiKIat) .......ccoiieniminini e e seisiiiss i i st s e a e nes

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu actusl setempat)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Bupati Tanjung Jabung Timur,

Nama

o ¥




20. Sertifikat

%

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

SERTIFIKAT

PROTXNOR & o maniiin ik oy
Diberikan kepada
Nama
NIP
Instansi
Sebagai/ Atas partisipasinya dalam .................e. yang

diselenggarakan ...oleh .. dan ... tanggal .. s.d... bertempat di

EEEE LR

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupati Tanjung Jabung Timur,

Nama

Ve 2



21. Piagam

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor :

Bupati Tanjung Jabung Timur Dengan ini memberikan penghargaan
kepada :

Nama

Tempat /Tanggal lahir

NIP/ NRP

Jabatan

Instansi

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupat Tanjung Jabung Timur,

Namasa




II. Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan
Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

a.

lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di
bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan
ditempatkan di bagian tengah atas wuntuk Naskah Dinas
Pengaturandan Penetapan.

lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2.5 em simetris di
bawahnva bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah,
dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta
alamat yvang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama
provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode
pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan
di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas
Pengaturan dan Penetapan.

dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris
Dacrah atas nama Kepala Daecrah, menggunakan Kop Naskah
Dinas yvang memual Lambang Negara berwarna kuning emas dan
tulisan Nama Pemerintah Daerah vang ditempatkan pada bagian
tengah atas sccara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran HBukit Menderang Jl. Jend. A, Yam Ko, 1,
Tip. 0740 - 7370002 Website, waw tanjabtimkab. go,id




Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah

WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplelk Perkantoran Bukit Menderang Jl. Jend. A. Yamni No. 1,
Tlp. 0740 = 7370002 Website, www tanjabtimbab. po.id

Contoh Kop Naskah Dinas yvang ditandatangani atas nama Kepala Daerah

%

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang J1, Jend. A. Yani No. 1,
Tlp. 07403 = 7370002 Website, www tanjablimkab. go id

R



B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama

Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4
mengganakan huraf Aral.

b. Penulisan nama Perangkat Daecrah ditcbalkan (bold).
Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Kompek Perkanboran Bukit Menderang JI. Jend, & Yani Mo, 1, Tlp. 0740 - T370002
Website wew tanjabtimkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI, Kihajar Dewantara Kompéek Perkantoran Bukit Menderang Kefurshen Rano
TedpFax (D740)72M0052 Websile; dinsos.tanfablimkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NURDIN HAMZAH

JI. WR. Supredman Kel, Parit Culum | Kec. Muara Sabak Barat
Tedp 08117421400 websile. Rsad tanjabimkab go d emal: raudnh@tangabmkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KECAMATAN SADU
Jalan Pacuka Berala No.03 Telp.., website..........email.............. Kode Pos 36573

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
HECAMATAN MENDAHARA

KELURAHAN MENDAHARA ILIR
Jalan Manunggal Nomor 01 T, Kode websile-..........emai. ... Pos 36564

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SMP NEGERI 17 TANJUNG JABUNG TIMUR

JI Letnan Muda Supano Rils Rel Fani Culam | Kec. Muara Sacak Barat
- TelpFax (0740)TIP0052 Website: htips:fsmpni Tlanjablim. sch ds
amail : gmpn1 Ttenisidim ech difgmail com Kode Pos ; 36581

B Transos Kalufahan Parl Culum || Kecamatan Muara Sabak Baral

er—yee PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
e SD NEGERI 2/X PARIT CULUM I
' j MNPSH- 10504418 NSS: 101100807001 Kade Pos : 36761

o



I1I. Stempel Naskah Dinas
A. Bentuk/ukuran stempel.

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan,
nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan
pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 om;

dan
c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm.

= mes s Nas ok
i

: :. mmmmem e === Lesiimng Hepars

T Feres roh Dossrak

Contoh stempel jabatan Kcpala Dacrah

2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk hngkaran berisi nama Pemerintah
Kabupaten, nama Pemernintah Daerah, nama Perangkat Daerah vang
bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda
bintang, dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Dacrah adalah 4
cm;

2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah
adalah 3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah
2.7 cm.

e o Perigranaals Daeyads Fiorining Tuabis pi v baa

aw ¥




i

Contoh stempel Perangkat Daerah

. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan

layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama
Pemerintah Daerah, nama Perangkat Dacrah dan nama unit
pelaksana teknis dinas dan/atau badan layvanan umum
daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah
dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

1) ukuran garis tengah lingkaran lhar stempel unit

pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum
dacrah adalah 4 cm;

Z] ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit
pelaksana teknis dinas dan/atau badan lavanan umum
daerah adalah 3,8 cm; dan

3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit

pelaksana teknis dinas dan/atau badan lavanan umum
daerah adalah 2,7 cm.




Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum

daerah

4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan
tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop
naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan
pada salinan harus dengan warna vang sama dengan warna stempel
pada surat asli. Stempel Pengamanan MNaskah Dinas berbentuk
persegi panjang, berukuran panjang Scm, lebar 1 cm. Berisi tulisan
"Sangat Rahasia™ dan “Rahasia”,

SANGAT RAHASlﬂ RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.

d.

b.

Pejabat vang berhak menggunakan stempel jabatan adalah
Kepala Daerah.

Pejabat yvang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah
adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan
kepala unit pelaksana teknis dinas.

Kewenangan penyvimpanan dan tanggung jawab penggunaan
stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membdang urusan
ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretanat dewan.

. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan

stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi
urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
Penunjukkan pejabat pemegang dan penvimpan stempel
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.

Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas

pengadaan stempel.




6. Pengaman Stempel.
a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.

b. Kode rahasia pada stempel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanjung .Jabung Timur berupa tanda khusus.

IV. Amplop
A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan

!5

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
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B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah
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Map
1). Bentuk dan susunan map naskah dinas jabatan Kepala Daerah
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2). Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan
Peranglkat Daerah /setara jabatan pimpinan tinggi.

| PEMERINTAM KARUPATEN TAMAIMG JABLING TRILS.
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3). Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Peranghkat Daerah
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V1. Paral
1. Paraf hierarki
Contoh paraf hierarki
PARAF
HIERARKI

JABATAN PIMPINANTINGGI PRATAMA

KABAG /ADMINISTRATOR / JF

KASUBAG /PENGAWAS/JF
PELAKSANA

2. Paraf koordinasi
Contoh parafl koordinasi

PARAF KOORDINASI

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Dst

VIl. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan
1. Kewenangan Penandatanganan
a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas

b.

antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang Dbersifat
kebijalkan /keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak
bersifat kebijakan /keputusan/arahan dapat diserahkan/
dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan
tinggi pratama di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang
diberi kewenangan.



c. penycrahan /pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah
Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat
dibawahnva dilaksanakan sebagai berikut.

1) Sckretaris Dacrah dapat memperoleh pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang
rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain
yvang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing
Masing.

2) Jabatan pimpinan tinggl pratama pada Perangkat Daerah
dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan
penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi scsual dengan bidang
masing-masing.

3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas i
lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT
DITANDATANGANI

peraturan daerah;
peraturan bupati;
keputusan bupati;
instruksi;

surat edaran;
surat dinas;

surat keterangan;
surat izin;

sural perjanjian,
surat perintah;
surat tugas;
sural kuasa;

Ssurat undangan,

. surat pernyataan mclaksanakan tugas;

surat panggilan;

. nota dinas;
lembar disposisi;
PEnEUITLITIATN;
laporan;
rekomendasi;
radiogram;
berita acara;

. MEImo;
piagam;
sertifikat; dan
sural tanda tamat pendidikan dan
peclatihan.

JABATAN

BUPATI

NS R ESEMUI0POE I AT IRMEARDTY

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA BUPATI

WAKIL
BUPATI

surat edararn;
surat dinas;
surat keterangan;
aurat perintah;
surat izin;

surat perintah; .
sural pernyataan surat tugas;
melaksanakan . murat

lugas,; PErTiyalaarn

nota dinas; melaksanakan
lembar disposisi; tugas;

|j laporan; i. nota dinas;

surat dinas;
sural Kelerangan,
surat perintah;

. surat izin;

surat perintah;
surat tugas;

+
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TRmeAD TS

=z




k. rekomendasi; dan
l. memo

| j- lembar disposisi;
k. pengumuman;
l. radiogram;
m. berita acara;
n. piagam; dan

0. sertifileat
L
JABATAN DALAM JABATAN T ATAS NAMA BUPATI
SEKRETARIS a. surat dinas; a. keputusan;
DAERAH | b. surat keterangan; b. surat edaran;
| €. surat izin; c. surat dinas;
d. surat perintah; d. surat keterangan;
2. sural tugas: B, surat izin;
f. surat perjanjian; f. surat perintah;
E. surat perjalanan dinas; | g. surat tugas;
h. surat kuasa; ' h. surat perjanjian;
i. surat undangan; | i. surat undangan;
j. surat pernyataan j. surat pemyataan
melaksanakan tugas; melaksanakan tugas:
k. surat panggilan; k. surat panggilan;
. nota dinas; l. nota dinas;
m. lembar disposisi; 1T, PEnEUTIUITLAD,
n. telaahan staf; n. radiogram;
0. pengumuman, 0. berita acara;
p. laporan; p. piagam;
]- rekomendasi; q. sertifikat; dan
r. surat pengantar; r. surat tanda tamat
5. lembaran dacrah; pendidikan dan
L. berita daerah; pelatihan.
u. berita acara;
v. notula;
W e,
®. daftar hadir; dan
. sertifikal.
ATAS NAMA
JABATAN DALAM JABATAN SEKRETARISDAERAH
ASISTEN a. nota dinas; . surat dinas;

. lembar disposisi;
telaahan staf;

. laporan;

surat pengantar;
notula; dan
memo,

RO An T

mfAnoB

T ooTm

surat keterangan;
surat perintak;

surat tugas;

sural perjalanan dinas;
surat undangan;

surat panggilan;

. nota dinas;

laporan;
surat pengantar; dan
daftar hadir.




JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN
BUFPATI
PALA a. surat dinas: a. keputusan: [Kepala Perangkat
NGEAT | b. surat b. surat Daerah atas nama
AERAH keterangan; edaran; Bupati .
€. surat perintah; d. surat dinas; [menandatangani
d. surat izin; L Maskah Dinas dalam
e. surat keterangan; h“ﬁ?“"m
perjanjian; f. surat perintah; ﬁmm"kﬂmu et
f. surat tugas; g. surat 1 berime: e g i
g. surat undangan; hengaturan teknis
P elnin h. sertifikat; dan | heragional substansi
dinas; . pengumuman. fnstansi
h. surat kuasa; - Pt i
:' surat undangan; Naskah Dinas oleh
. surat pernyataan Kepala Peranglkat
melaksanakan Daerah atas ri':ma
tugas; | Bupati berupa surat
k. surat panggilan; edaran hanya
l. nota dinas; l terkait pengaturan
m.nota teknis operasional
n. pengajuan knnn:pr- subsiansi instansi.
naskah dinas; - Untuk Setwan dapat]

0. lembar disposisi;
p- telaahan staf;

g. pengumuman;

r. laporan,

5. rekomendasi;

t. berita acara;

. memao;

v. daftar hadir; dan
w.sertifikat.

menanda tangani
semua naskah
dinas scsual dengan
kewenangan Kepala
Perangkat Dasrah
kecuali sertafikat,

- Khusus untuk
Kepala Perangkat
Daerah yvang
membidangl urusan
pendidikan dan
pelatihan juga dapat
menandatangam |
radiogram, piagam, |
suratl tanda tamat
pendidikan dan
pelatihan atas

nama Bupati ]

'



JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
o SEKRETARIS DAERAH
PALA ' a. surat dinas; a. surat dinas
AGIAN PADA | b. surat keterangan; b. surat keterangan
EKRETARIAT | ¢ surat perintah; €. surat perintah
AERAH d. surat izin; d. surat undangan
e. surat perjanjian; e. sertifikat
f. surat nagas, f. pengumuman
g surat perjalanan dinas;
| h. surat kuasa:
| i, surat undangan;
| | surat pernyataan
' melaksanakan tugas;
| k. surat panggilan;
l. nota dinas;
| m. lembar disposisi;
n. telamhan staf;
0. PENEUMLIMEAT,
' p. laporan;
g rekomendasi;
r. berita acara;
#  IMEmo;
t. daftar hadir; dan
u. sertifikat.
JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA
B PERANGKAT DAERAH
EKRETARIS a. surat dinas; a. surat dinas;
ERANGKAT b. surat keterangan; b. surat keterangan,
AERAH ¢. surat perintah; c. surat perintah;
d. surat kuasa; d. surat undangan;
e. sural undangan; €. nota dinas;
f. nota dinas; f. laporan; dan
g. lembar disposisi; g. dafiar hadir.
h. telaahan staf;
i. laporan;
j. memo; dan
k. daftar hadir. ]
JABATAN DALAM ATAS NAMA KEPALA KETERANGAN
JABATAN PERANGKAT DAERAH
ALA a. surat a. surat dinas; ndatanganan
IDANG perintah; b. surat keterangan; surat dinas untuk
b. nota dinas; | c. surat perintah; omunikasi
c. lembar d. nota dinas; dan ksternal
disposisi; e. daftar hadir. iutamakan untuk
d. telaahan staf; ilakukan oleh
e. laporan; dan kretaris
f. dafltar hadir. rangkat
aerah.

av e



d.

dinas;

tugas;

~F

berita

G e o B

daftar

b. surat keterangan; |
c. surat perintah;
surat izin;

e. surat perjanjian;
f. surat tugas;

g. surat perjalanan

suratl kuasa;

i. surat undangan;
j. surat pernyataan
melaksanakan

surat panggilan;
nota dinas;
.lembar disposisi;
telaahan staf;
PengumuIman,
laporan;
rekomendasi;

memo; dan

ACHTH;

hadir.

b. surat edaran.

ATAS NAMA KEPALA
JABATAN DALAM JABATAN DINAS /BADAN
|
ALA UNIT a. surat dinas; a. surat dinas;
ELAKSANA b. surat perintah; b. surat keterangan;
TEKNIS DINAS |c. surat tugas; c. surat perintah;
d. surat perjalanan dinas; d. nota dinas;
e. surat kuasa; e. berita acara;
f. surat undangan; f. daftar hadir;
E. surat pernyvataan g. instruksi; dan
melaksanakan tugas; h. surat edaran
h. surat panggilan;
. nota dinas;
J- lembar disposisi;
k. telaahan staf;
. pengumuman;
m. laporan;
n. rekomendasi;
0. berita acara;
p. memo; dan
q. daftar hadir.
JABATAN| DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN
CAMAT | a. surat dinas; a. Keputusan; dan Naskah dinas

putusan yang
ditanda tangani
camal atas nama
bupati hanya
untuk keputusan
RT dan RW

JABATAN

DALAM JABATAN

ATAS NAMA KEPALA |
BAGIAN/
BIDANG

ALA

UBBAGIAN/KEPALA
UBBIDANG/KEPALA c.

EKSI

a. nota dinas;

laporan.

| b. telaahan staf; dan

a. Surat perintah;
b. nota dinas; dan
c. daftar hadir.

WY



JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA
CAMAT
LURAH a. nota dinas; a. gsurat dinas;
b. telaahan staf; dan | b. surat ketcrangan;
c. laporan. €. surat perintah;
d. surat undangan; dan
e. surat panggilan,
| JABATAN E DALAM JABATAN
PELAKSANA a. nota dinas;
| b.telaghan staf: dan
|_c. laporan,

2. Pelimpahan Kewenangan
a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang

berwenang menandatangani surat/dokumen melim

kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan vang harus
dipenuhi sebagai berikut:

1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis,
khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan,
kecuali naskah yang sifatnya administrasi;

1) Materi wewenang vang dilimpahkan benar-benar menjadi
tugas dantanggung jawab pejabat yang melimpahkan;

3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah
Dinasberada pada pejabat yang diatasnamakan.

Contoh:




o PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
é SEKRETARIAT DAERAH
; ¢ Komplek Pedantoran Bukil Menderang J. Jend. A Yani Ma. 1, t‘lp. 0740 - 7370002
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Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Momaor L R
Sifat RN e
Lampiran B e e,
Hal ;: Undangan

di

Hari/tanggal

Waktu i

Tempat

Acara _

a.n. Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi Umum,
H. Asman Daydy, 5.50s
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP, 19670919 198810 1 001

Tembusan:

Sekretaris Daerah

b. Penggunaan Untuk Behau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diber:
kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di
bawahnya. Untuk beliau (u.b.) dipunakan setelah ada atas
nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan
Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya
sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya.
Persyaratan vang harus dipenuhi antara lain sebagai
berikut:

1] Pelimpahan harus mengikuti uratan hanyva sampai dua

tingkat struktural di bawahnya;




7] Materi vang ditandatangani merupakan tugas dan
tanggungjawabnya;

3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai
pejabat pengganti; dan

4] Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah
diberi kuasa. Contoh:

a.n. Bupati Tanjung Jabung Timur
Selkretaris Daerah
u.b.
Asisten Administrasi Umum,

(tanda tangan)
H. Asman Daydy, 5.50s

Pembina Utama Muda (IV /<)
NIP. 19670919 198810 1 001

c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
1] Plt. Kepala Daerah.
Penulisan nama pejabat yaang ditunjuk sebagai peclaksana
tugas Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, NIP, dan
pangkat /golongan. Contoh penulisan sebutan Plt. dalam
penandatanganan naskahdinas.

Plt. Bupati Tanjung Jabung Timur,
(tanda tangan)

Mama

2] Plt. Jabatan Strukiural

Pit. jabatan struktural memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat
definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang
ditanda tangani olchnya. Penulisan nama pejabat yang
ditunjuk sebagai pelaksana tugas menggunakan gelar,
pangkat/golongan dan NIP.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan
naskah dinas.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(tanda tangan)
Nama

Panghkat /Golongan
NIP.

'




d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1)

Z)

Flh. Kepala Daerah

Penulisan nama pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana
harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, NIP, dan
panglat/golongan. Contoh penulisan sebutan Plh.
dalam penandatanganan naskahdinas.

Plh. Bupati Tanjung Jabung Timur,
(tanda tangan)

Nama

FPlh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan
penandatanganan Naskah Dinas sesus dengan tugas
yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas
dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek
organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Penulisan nama pejabat vang ditunjuk scbagai pelaksana
harian menggunakan gelar, pangkat/golongan dan NIP.
Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan
naskah dinas.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

([tanda tangan)
Nama

Fangkat /Golongan
NIP.

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

1)

Pj. Kepala Daerah

Penulisan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat
Kepala Daerah tidak mengpunakan gelar, NIP, dan
pangkat /golongan. Contoh penulisan sebutan Pj. dalam
penandatanganan naskah dinas.

Pj. Bupati Tanjung Jabung Timur,

[tanda tangan)

MNama




2] PBy. Sckretanis Daerah
Penulisan nama pejabat yvang ditunjuk scbagai Penjabat
Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, NIP, dan
pangkat/golongan. Contoh penulisan sebutan Pj. dalam
penandatanganan naskah dinas:

Pj. Sekretaris Daerah,
(tanda tangan)

MNama

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.)
Penulisan nama pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat
Sementara Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, NIP,

dan pangkat/golongan. Contoh penulisan sebutan Pjs.
dalam penandatanganan naskah dinas :

Pjs. Bupati Tanjung Jabung Timur,

(tanda tangan)
Nama
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